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BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO 
NOMOR 01 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2016 – 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  KARO, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan 

efektif, efisien dan tepat sasaran maka sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. 

 
Mengingat:   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 

Tahun 1945; 
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 

6. Undang-Undang... 



2 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 

17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo; 

18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 
Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya; 

19. Peraturan Menteri ... 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO 

dan 
BUPATI KARO 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
 

BAB II 
ARAH DAN STRATEGI RPJMD 

Pasal 2 

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang 
penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi 
Sumatera Utara. 

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas 
SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikator. 

(3) Rincian RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

RPJM Daerah ... 
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RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari : 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III :  GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV :  ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 
BAB V :  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
BAB VI :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
BAB VII :  KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB VIII :  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN 

PENDANAAN 
BAB IX :  PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 
BAB X :  PENUTUP. 
 

Pasal 4 

 

1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, 
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 
rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah maupun partisipasi masyarakat. 

2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk 
menyusun APBD setiap tahun. 

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM 
Daerah. 

(2) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan, diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. 

 
Ditetapkan ... 
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Ditetapkan  di Kabanjahe 
pada tanggal 19 Januari 2017 
BUPATI  KARO, 
 
 
 
TERKELIN BRAHMANA 

 
 
Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 20 Januari 2017 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 
 
 
 
JERNIH TARIGAN 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 01 


